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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Fungsi 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. Permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah 1. Apakah Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan 

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang dan 2. Apa sajakah 

Faktor-Faktor yang menghambat Pengoptimalan Fungsi RTH tersebut. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Normatif 

dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan 

Historis. Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya 

Mengoptimalkan Fungsi RTH Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

beberapa peran yaitu, Peran Perencanaan, Peran Pemanfaatan, Peran 

Pengendalian, Peran Kerjasama dan Penataan dan Peran Pengawasan. Salah satu 

faktor penghambat dalam pengelolaan RTH Kota yaitu masih rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya 

fungsi RTH bagi wilayah perkotaan.  

 

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Mengoptimalkan, Ruang Terbuka 

Hijau. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled The Role of Local Government in Optimizing the Function 

of Green Open Space in Palembang City. The problems discussed in this thesis 

are 1. What is the Role of Local Government in Optimizing the Function of Green 

Open Space (RTH) in Palembang City and 2. What are the Factors that hamper 

the Optimization of the Function of RTH. This type of research used in writing 

this thesis is Normative Research with Statutory Approach, Conceptual Approach 

and Historical Approach. The results of the discussion from this study conclude 

that in an effort to Optimize the Function of City's Green Open Space, Local 

Governments can perform several roles, namely the Role of Planning, the Role of 

Utilization, the Role of Control, the Role of Collaboration and the Arrangement 

and the Role of Supervision. One of the inhibiting factors in the management of 

green open space is the low awareness of the community towards environmental 

maintenance and management due to limited public knowledge about the 

importance of open green space for urban areas. 

 

Keyword : Role, Regional Government, Optimizing, Green Open Space. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang cukup padat 

penduduk diantara kota-kota besar lainnya. Sejak tahun 1980 penduduk di Kota 

Palembang sudah berjumlah 787,1 ribu jiwa dan pada tahun 2019 penduduknya 

sudah mencapai 1.681.374 jiwa, dimana pertumbuhan penduduk tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial bagi para penduduk 

yang ada di Kota Palembang. 

Dengan luas Kota Palembang yang hanya berkisar 400,61 km
2  

dan dengan 

jumlah penduduk kota yang begitu padat, akibatnya menimbulkan dampak yang 

cukup serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan 

bagi masyarakat kota.  

Dampak cukup serius yang dapat ditimbulkan akibat dari padatnya 

penduduk kota diantaranya adalah berkurangnya ketersediaan lahan yang 

diperuntukan untuk lingkungan hidup, terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, 

meningkatnya produksi sampah, menurunnya kualitas air tanah, meningkatnya 

polusi udara dan dapat menimbulkan banjir. 

Kepadatan di Kota Palembang hingga tahun 2019 sudah mencapai 

4.102/km
2
. Presentase tersebut membuktikan bahwa penduduk di Kota Palembang 

hingga tahun 2019 sudah semakin padat.
 
Terlalu padatnya penduduk di Kota 

Palembang secara nyata menyebabkan tidak tersedianya lahan untuk ruang publik 

kota yang memadai, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan 



 
 

 
 

seperti, penurunan cadangan oksigen, pencemaran dan kerusakan pada tanah, air, 

dan udara, dan sebagainya. Permasalahan tersebut mengharuskan agar tersedianya 

proporsi ruang publik yang optimal di kota-kota besar yang padat penduduk 

khususnya di Kota Palembang. 

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, 

laut, dan udara, serta ruang bawah tanah beserta isinya yang merupakan 

karunia Allah SWT yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggung jawab 

bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat, laut, 

dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi 

sebesar–besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu, maka pemanfaatan ruang wilayah harus sedapat mungkin dapat 

dikelola dengan baik dan memerhatikan kelestarian dan keberlanjutannya.
1
 

Pembangunan di Indonesia, khususnya dibeberapa wilayah perkotaan 

tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau suatu konsep tata ruang 

atau yang sering disebut dengan master plan, dimana konsep tersebut 

berfungsi sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembanguan, 

sehingga masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil 

pembangunan dapat diminimalisir. Sampai saat ini isu mengenai masalah 

yang terjadi pada lingkungan hidup semakin menjadi bahasan yang sangat 

menarik.
2
 

Permasalahan yang terjadi akibat dari padatnya penduduk kota 

mengharuskan adanya suatu pengambilan kebijakan yang secara cepat dan 

tanggap oleh pemerintah untuk melakukan suatu perencanaan tata ruang dan 

pemanfaatan ruang yang diperuntukan untuk publik dengan sebaik-baiknya. 

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut UUPR, menentukan 

bahwa Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

                                                           
1
Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30 

2
Muhammad Yogi A.H.S, “Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Medan, Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 5 



 
 

 

program beserta pembiayaannya. Sedangkan Pasal 1 Angka 16 menentukan 

bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan terhadap tata ruang. 

Dewasa ini, permasalahan mengenai pengelolaan terhadap tata ruang di 

Indonesia masih diwarnai oleh suatu kondisi, dimana kita belum mampu 

melakukan suatu kebijakan, dan prosedur terhadap penataan ruang yang telah ada 

belum mampu mengimbangi perkembangan pembangunan yang demikian 

pesatnya, khususnya perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah 

perkotaan.
3
 

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat 

akseleratif untuk pembangunan di berbagai fasilitas perkotaan, termasuk 

kemajuan dalam bidang teknologi, industri, dan transportasi, selain sering 

mengubah konfigurasi alami terhadap lahan/bentang alam di suatu 

perkotaan, Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir 

seluruh kota di Indonesia adalah semakin berkurangnya ketersediaan akan 

lingkungan hidup dan ruang publik.
4
 

Terutama terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di tiap perkotaan, 

kota-kota besar pada umumnya hanya memiliki ruang terbuka hijau 

dengan luas dibawah 10 (sepuluh) persen dari luas kota itu sendiri. 

Menurut Pasal 1 Angka 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditaman.
5
 

Keberadaan ruang terbuka hijau memiliki 3 fungsi pokok yaitu: 

1) fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya); 

2) ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan 

lingkungan); dan  

                                                           
3
Zaidar, Hukum Tata Ruang Indonesia, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara, 2004, hlm. 1 
4
Ibid.,hlm. 6 

5
Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-

UUPR-UUPLH), Jakarta:  Rajawali Pers, 2008, hlm. 229 



 
 

 
 

3) sosial budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya).
6
 

Ruang terbuka hijau merupakan suatu areal terbuka memanjang yang 

disiapkan atau ditetapkan dalam suatu rencana tata ruang wilayah untuk areal 

terbuka yang penyediaannya adalah untuk tempat tumbuhan dan tanaman guna 

kepentingan umum atau kepentingan bersama bagi semua orang.
7
 

Gagasan adanya ruang terbuka hijau ini lahir karena adanya kondisi yang 

mengancam kerusakan lingkungan di beberapa wilayah kota di dunia dikarenakan 

rencana tata ruang kota dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang kurang 

memerhatikan dampaknya pada lingkungan hidup.
8
 

Ruang terbuka hijau pada umumnya merupakan lingkungan hijau yang 

dijadikan sebagai salah satu unsur dan sarana estetika kota yang ditentukan oleh 2  

faktor yaitu faktor kenyamanan dan faktor keindahan bagi suatu ruang kota. 

Kenyamanan yang dimaksud dapat berupa sebagai peredam kebisingan, pelindung 

dari cahaya matahari atau sebagai peneduh dan menetralisir udara. Sedangkan 

keindahan yang dimaksud berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-

konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton, 

batu alam dan lainnya. 

Sejak diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

1988 Tentang Pengelolaan RTH Kota, sampai kini tak kunjung diikuti oleh 

semacam pedoman teknis dan atau pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam 

                                                           
6
Ibid., hlm. 231 

7
Arba, Op.Cit., hlm. 111 

8
Ibid., hlm. 112 



 
 

 

menyambut dan mendukung pola swadaya kepemerintahan di daerah sebagaimana 

diharapkan.
9
 

Ruang terbuka hijau kota merupakan pertemuan antara sistem alam dan 

manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang 

berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang 

seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di 

dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, 

keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang 

terbuka hijau.
10

 

Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan 

dengan berbentuk sistem dinilai penting. Pentingnya keberadaan ruang 

terbuka hijau kota, terutama dalam lingkungan tempat tinggal, telah 

dibuktikan dalam beberapa penelitian. Ruang terbuka hijau kota 

merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan 

manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, 

saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya 

kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin 

meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti 

oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. 

Hal ini tidak diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi 

membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan.
11

 

Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan 

ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan 

yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis 

mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan 

perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, 

meningkatnya frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya 

keragaman hayati. Selain itu dari aspek sosial, warga semakin kekurangan 

ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi.
12

 

Pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota merupakan respon terhadap 

kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan, yang meliputi 

kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari 

aspek ekologis, ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari 

keseluruhan sistem ekologi wilayah perkotaan, sedangkan dari aspek sosial 
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dan ekonomi merupakan bagian dari struktur tata ruang tempat manusia 

beraktivitas.
13 

Selain itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian 

strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi 

dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam 

pada lingkungan perkotaan. Di antara strategi tersebut ialah ruang terbuka 

hijau sebagai area resapan air, ruang terbuka hijau sebagai pereduksi 

polusi, serta ruang terbuka hijau sebagai penurun temperatur udara.
14

 

 

Pada hakikatnya ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting 

dalam sebuah lingkungan perkotaan, sehingga keberadaannya harus 

mendapat perhatian yang lebih, kurangnya ruang terbuka hijau kerap kali 

menjadi permasalahan yang cukup menganggu dalam lingkup sebuah kota 

dalam kaitannya dengan isu Global Warming yang pada saat ini menjadi 

banyak perbincangan di berbagai kalangan. Terkait isu diatas melahirkan 

suatu konsep berupa ruang terbuka hijau untuk membantu mengurangi 

masalah pencemaran udara ataupun Global Warming yang semakin hari 

kian memburuk.
15

 

 

Sesuai dengan penjabaran mengenai pentingnya pengelolaan terhadap 

lingkungan hidup dan perencanaan penataan ruang di wilayah perkotaan yang 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan, bahwa dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif 

dan berkelanjutan maka perlu diberikan perhatian yang cukup terhadap 

keberadaan ruang terbuka publik, khususnya ruang terbuka hijau di kota 

Palembang. 

Kebutuhan akan ruang terbuka hijau di Kota Palembang secara umum 

belum terpenuhi dikarenakan masih banyaknya alih fungsi dan realisasi pemetaan 
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yang tidak jelas terhadap wilayah kota yang seharusnya digunakan untuk lahan 

ruang terbuka hijau kota, sehingga fungsi dari ruang terbuka hijau belum tercapai 

secara optimal dan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang saat ini belum 

memenuhi standar kebijakan tata ruang yang dapat dibuktikan dengan tabel 

penelitian mengenai proporsi RTH di kota-kota besar di Indonesia yang ada pada 

halaman 8.  

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota 

paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 30 persen tersebut 

terdiri dari 10 persen untuk ruang terbuka hijau privat dan 20 persen untuk 

kebutuhan runag terbuka hijau publik. Sedangkan Pasal 29 ayat 3 menentukan 

proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua 

puluh) persen dari luas wilayah kota.  

Di setiap wilayah perkotaan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan 20 

persen lahan atau kawasan dalam perkotaan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau. 

Ditambah dengan 10 persen ruang terbuka hijau yang bersifat privat atau milik 

orang yang sudah ada penguasaan tanahnya.
16

 Berdasarkan pada ketentuan 

tersebut, maka ruang terbuka hijau di daerah perkotaan sangat penting sekali 

peranannya. 

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dijabarkan, saat ini  tahun 2019 

luas wilayah Kota Palembang sekitar 40.000 hektare, dan luasan ruang terbuka 

hijau yang dibutuhkan adalah sekitar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 
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Jadi Kota Palembang saat ini membutuhkan wilayah kurang lebih sebesar 12.000 

hektare untuk kebutuhan areal ruang terbuka hijaunya. 

Di sisi lain juga banyak pihak menganggap bahwa ruang terbuka hijau  

memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah sehingga tersisihkan. Dengan 

berlakunya Undang-Undang tentang penataan ruang, banyak pemerintah daerah 

yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka 

hijau publik seluas 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
17

 

Menurut Nirwono Joga, data mengenai proporsi luas ruang terbuka hijau 

di beberapa kota besar di Indonesia dalam tulisannya yang berjudul Aspek 

Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan yang dimuat dalam 

jurnal tata ruang kota adalah sebagai berikut :
18

 

No Nama Kota Proporsi 

1 Jakarta 9,97% 

2 Bandung 8,76% 

3 Bogor 19,32% 

4 Surabaya 9% 

5 Surakarta 16% 

6 Malang 4% 

7 Makassar 3% 

8 Medan 8% 

9 Jambi 4% 

10 Palembang 5% 

Rata-rata luas RTH di kota-kota besar 

diIndonesia 
8,69% 

Sumber : Nirwono Joga, Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan 

Berkelanjutan, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang 

Berkelanjutan 

Data diatas menunjukan bahwasanya proporsi ruang terbuka hijau di 

sebagian kota-kota besar di Indonesia juga belum memenuhi standar sesuai 
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dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yaitu yang 

seharusnya sebesar 20 persen dari luas wilayah kota. Sampai saat ini pemanfaatan 

ruang masih belum sesuai dengan harapan, yakni terwujudnya ruang yang 

nyaman, produktif dan berkelanjutan hal ini dapat juga dirasakan di kota 

Palembang. 

Menurunnya kualitas pemukiman di Kota Palembang bisa dilihat dari 

berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir serta semakin 

hilangnya ruang terbuka (Openspace) untuk artikulasi dan kesehatan 

masyarakat.
19

  

Kawasan kumuh yang ada di Kota Palembang hingga tahun 2019 masih 

tersebar di beberapa titik. Diantaranya beberapa kawasan kumuh yang berada di 

bagian Seberang Ulu Palembang yaitu terletak di kawasan Kertapati, Jakabaring 

dan Plaju. Di daerah tersebut masih banyak bangunan hunian lama, yang 

dikategorikan kumuh. Sedangkan di kawasan Seberang Ilir, beberapa daerah yang 

termasuk kawasan kumuh salah satunya adalah Tangga Buntung.
20

 

Sangat dibutuhkannya ruang terbuka hijau, mengingat akhir-akhir ini 

terjadi degradasi lingkungan hidup perkotaan yang mengakibatkan 

semakin mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang 

semakin menurun sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampungan 

dan pembuangan limbah dari aktivitas manusia, terutama limbah cair yang 

selalu tetap mengalir sehingga berpotensi pada penyebaran penyakit.
21

 

 

Penelitian ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui bagaimana dan apa 

saja Peran Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi 

ruang terbuka hijau di Kota Palembang agar dalam pengelolaan ruang terbuka 
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hijau di Kota Palembang dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan 

literatur yang telah penulis pelajari sebelumnya, terlebih dari hasil penelitian ini 

nantinya akan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam pemenuhan syarat minimal ruang terbuka hijau dikawasan 

perkotaan Palembang. 

Melalui identifikasi tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka 

hijau di kota Palembang ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk penyediaan 

ruang terbuka hijau yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan 

penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran 

udara, limbah dan suhu udara.
 

Sehubungan dengan hal diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah 

dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

dalam melakukan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah peran Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan 

fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang?  

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengoptimalan terhadap Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang? 

 

 



 
 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan 

fungsi dan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Palembang.  

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengoptimalan 

terhadap  pengelolaan dan Perealisasian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

Kota Palembang. 

D. Manfaat Peneltian 

Dengan kegunaan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan teoritis maupun 

praktis antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat 

memberikan solusi terhadap minimnya ketersediaan ruang terbuka 

hijau di wilayah perkotaan dan penerapannya dalam mengoptimalkan 

fungsi ruang terbuka hijau.  

b. Memberikan ide pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi 

selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama terkait 

dengan peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi ruang 

terbuka hijau di Kota Palembang. 

 



 
 

 
 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat, policy maker, maupun stakeholder yang akan berperan 

sebagai user agar dapat menentukan sikapnya dan melakukan 

pengembangan terhadap ruang terbuka serta dapat memanfaatkan 

ruang terbuka hijau tersebut secara optimal untuk kepentingan 

bersama. 

b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam melakukan 

pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal terhadap ruang terbuka 

hijau. 

c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kota 

Palembang dalam memahami pentingnya keberadaan ruang terbuka 

hijau di kawasan perkotaan. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Kewenangan  

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat 

kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, di dalamnya ada yang 

memerintah dan ada yang diperintah (The rule and the roled). Dengan 

demikian, ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum dan ada pula yang 

tidak berkaitan dengan hukum (illegal). Kekuasaan yang berkaitan dengan 

hukum disebut dengan wewenang rasional, yakni wewenang yang 

berdasarkan suatu sistem hukum sebagai suatu kaedah yang diakui serta 

dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh negara.
22

 

 

Menurut Bagir Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama 

dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
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berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan 

kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, 

sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu.
23

 

 

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan 

kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu,
24

 sedangkan Menurut S. F. Marbun, wewenang 

mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 

publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang di berikan 

oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan 

hukum.
25

 

 

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan yang 

dibagi dalam suatu tingkatan-tingkatan pemerintahan, yaitu mulai dari 

pemerintah tingkatan yang paling atas, yaitu Negara (pemerintah pusat) 

sampai pemerintah tingkatan daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota. Penataan ruang dalam skala nasional menjadi 

kewenanagan Negara (pemerintah pusat), penataan ruang dalam skala 

daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota adalah kewenangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota.
26

 

 

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penataan 

ruang diatur dalam Pasal 11 UUPR. Perlu dicatat, bahwa dalam hal ini, 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 butir 30 PPTR-PP 

26/2008).
27 

Pada dasarnya, wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penataan ruang sama dengan wewenang pemerintah pusat, hanya berbeda dalam 
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ruang lingkup dan hierarkinya. Wewenang tersebut secara terperinci dituangkan 

dalam Pasal 11 UUPR sebagai berikut: 

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

penataan ruang meliputi:  

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 

kabupaten/kota; 

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 

c. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kawasan strategis 

kabupaten/kota; dan 

d. Kerja sama  penataan ruang antar kabupaten/kota. 

 

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 

b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan Pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

 

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota 

melaksanakan: 

a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 

c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota. 

 

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu kepada 

pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. 

 

(5) Dalam pelaksanaaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota: 

a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum 

dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota; 

b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 

 

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota  tidak dapat memenuhi 

standar pelayanan minimal bidang penataan ruang pemerintah daerah 



 
 

 

provinsi dapat mengambil langkah menyelesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
28

 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa suatu 

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (Konstitusi) 

sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. 

Suatu kewenangan itu berbeda dengan Kekuasaan, kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan di dalam 

wewenang itu terdapat hak dan kewajiban. Wewenang berarti suatu kemampuan 

untuk melakukan tindakan publik atau secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan bertindak yang di landasi oleh Undang-Undang yang berlaku untuk 

menjalankan hubungan-hubungan di dalam hukum. Wewenang pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam bidang penataan ruang diatur dalam Pasal 11 UUPR 

mengenai Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang dan kawasan strategis di wilayah kabupaten/kota dan juga 

mengatur mengenai Kerja sama  penataan ruang antar daerah kabupaten/kota. 

Apabila dalam hal penataan ruang pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat 

memenuhi standar pelayanan minimal penataan ruang maka pemerintah daerah 

provinsi dapat mengambil langkah atau alih untuk menyelesaikannya sesuai 

dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penataan Ruang 

yang berlaku.  
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2. Teori Tata Ruang  

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992), 

ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya, meliputi bumi,air, dan udara sebagai satu kesatuan.
29

 

Selanjutnya menurut Sugandhy dalam Yunus Wahid, sebagai sumber daya 

alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis 

dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan 

udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman 

(habitat).
30

 

Menurut Yunus Wahid, diperoleh petunjuk bahwa ruang itu dapat dilihat 

dari beberapa aspek, yakni wadah, sumber daya alam, habitat, dan sebagai bentuk 

fisik lingkungan, yang selalu mencakup bumi, air, dan udara sebagai satu 

kesatuan.
31

 

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan 

ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang 

bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi 

perkembangan masyarakat wilayah tersebut.
32

  

Dengan penekanan pada “tata” atau perencanaan tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

yang mencakup: 

1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan 

kekayaan yang terkandung di dalamnya; 

 

2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; 

dan  

 

3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan hukum mengenai ruang. Tata ruang, dan penekanan “ruang” 

adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra): tinggi,lebar,dan kedalaman 

menyangkut bumi,air (sungai, danau, dan lautan) serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, 

sehingga peruntukan, pemanfaatan, pengelolaannya mencapai taraf yang 

optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
33

 

 

Menurut Pasal 1 Angka 5 UUPR dikemukakan: “Penataan ruang adalah 

suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang.” 

Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan 

peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan.
34

 

Dengan demikian, diharapkan TR/PR ini dapat berperan untuk: 

 

a) mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna 

serta mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

(PPLH) secara berkelanjutan; 

 

b) mencegah atau meghindari pemborosan pemanfaatan ruang; dan  
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c) mencegah terjadinya penurunan kualitas ruang.
35

 

 

Menurut Pasal 1 Angka 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam.
36

 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini mengandung tiga fungsi 

pokok, yaitu: 

1. fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis/ plasma nutfahnya); 

2. ekonomis dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan: 

3. sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologis).
37

 

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri ruang terbuka hijau 

publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang 

terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten 

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.  

Contoh ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk 

hijau (green belt), ruang terbuka hijau disekitar sungai, pemakaman, dan 

rel kereta api. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka 

hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang 

pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau 

halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 

tumbuhan.
38
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Grey (1996) mengklasifikasi bentuk-bentuk RTH sebagai taman kota (city  

park), lapangan terbuka/bermain (public squares), halaman gedung/ 

pekarangan (ground of city building), pemakaman dan monumen, jalur 

hijau (streetsides) dan median jalan, sempadan kawasan limitasi (riparian 

areas), dan kawasan khusus (special areas). Sedangkan Lovejoy (1976) 

memasukan kriteria kawasan pertanian sebagai bagian dari ruang terbuka 

hijau.
39

 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Ruang 

merupakan keseluruhan yang berkaitan mengenai bumi, air dan udara sebagai satu 

kesatuan. Dan tata ruang sebagai wujud penataan ruang yang pada intinya 

merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah 

satu bagian dari tata ruang adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH adalah area 

memanjang/jalur yang penggunaannya diperuntukan untuk umum yang di 

ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah atau dengan sendirinya  

maupun yang sengaja ditanam dan RTH merupakan salah satu bagian penting dari 

perencanaan tata ruang wilayah kota. RTH pada umumnya terdiri dari dua bagian 

yaitu ruang terbuka hijau yang bersifat publik dan ruang terbuka hijau yang 

bersifat privat atau milik orang yang sudah ada penguasaan tanahnya. Penyediaan 

terhadap RTH memiliki 3 fungsi pokok yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu fungsi fisik-ekologis yang 

termasuk perkayaan terhadap jenis/plasma nutfahnya, fungsi ekonomis dan 

sebagai penyeimbang terhadap kesehatan lingkungan dan fungsi sosial budaya 

yang termasuk didalamnya fungsi pendidikan, nilai budaya serta psikologis.  
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3. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang secara berkelompok membuat suatu 

keputusan (deliberatif).
40

 

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi 

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.
41

 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut: 

1. asas kepastian hukum 

2. asas keadilan hukum 

3. asas kemanfaatan hukum.
42

 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan 

hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa 

injuria, summa lex, summa crux” yang
 
artinya adalah hukum yang keras 

yang dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan 
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demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum yang 

paling substantif adalah keadilan.
43

 

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui 

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu.
44

 

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu 

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu 

aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
45

 

 

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena 

adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan 

berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.
46

 

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, ”keadilan tidak boleh 

dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-

tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-

tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu 

adil bagi yang lainnya.
47
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Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep 

keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai 

keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga 

diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan 

membuat dan mengeluarkan peraturan hukum.
48

 

Secara filosofis bahwa pengaturan tentang penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menunjukkan bahwa ruang adalah 

milik atau milik kolektif yang eksistensinya memerlukan pengaturan oleh 

Negara sedemikian rupa sehingga pemanfaatan atau penggunaannya oleh 

masing-masing subjek hak tidak saling merugikan satu dengan lainnya. 

Oleh karena itu, maka dalam pengelolaan penataan RTHKP harus 

dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan.
49

 

 

Asas keadilan berfungsi untuk memberikan arahan atau pedoman dalam 

penataan RTHKP, bahwa ruang bukan milik individu akan tetapi milik 

bersama atau milik semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka 

adil apabila penataan RTHKP memerhatikan semua unsur kepentingan 

secara proporsional, mulai dari kepentingan Negara atau pemerintah, 

kepentingan kelompok masyarakat, kepentingan organisasi-organisasi atau 

lembaga-lembaga dan sampai kepentingan individu masyarakat.
50

 

 

Dalam kaitan dengan penataan ruang ini, asas keadilan yang dimaksud 

adalah suatu keseimbangan, yaitu penentuan peruntukan kawasan-kawasan 

harus seimbang dengan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam 

dan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 

harus seimbang dan serasi, sehingga prinsip bahwa lingkungan alam dan 

isinya bukan hanya milik kita masa sekarang saja, akan tetapi juga milik 

orang-orang masa depan. Sehingga dengan demikian prinsip kelestarian 

dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dalam perencanaan tata 

ruang yang baik dan benar.
51

 

 

Demikian juga kaitan dengan prinsip kepastian hukum. Di dalam UUPR 

asas keadilan dan kepastian hukum disatukan, sehingga makna yang 

diberikan kepada dua asas itu adalah sama. “kepastian hukum dan 

keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa 

penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 
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masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil 

dengan jaminan kepastian hukum.
52

 

 

Sedangkan asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan 

dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas 

keadilan, seyogyanya harus mempertimbangkan asas kemanfaatan.
53

  

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum 

harus mengandung 3 nilai identitas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan 

hukum dan asas kemanfaatan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang 

selalu melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Secara umum kepastian 

hukum itu mengatur mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh individu. Hukum tanpa adanya nilai kepastian maka maknanya 

akan hilang karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap 

orang. Apabila dikaitkan dengan penataan ruang, Asas keadilan berfungsi untuk 

memberikan arahan atau pedoman dalam penataan RTHKP, bahwa ruang bukan 

milik individu akan tetapi milik bersama atau milik semua pemangku 

kepentingan. Dalam UUPR asas keadilan dan kepastian hukum itu disatukan, 

sehingga makna yang diberikan kepada dua asas itu adalah sama. Asas kepastian 

hukum dan keadilan artinya penataan ruang yang diselenggarakan dengan 

berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penataan 

ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta 

melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian 

hukum. Dan juga di dalam setiap melaksanakan asas kepastian hukum dan asas 
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keadilan, sebaiknya harus mempertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi 

masyarakat, lingkungan maupun pemerintah dan hukum. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan 

yang diajukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi 

ruang terbuka hijau (RTH) dan dinas pemerintahan manakah yang 

bertanggungjawab atas kegiatan pengoptimalan tersebut berdasarkan struktur 

pemerintahan di Kota Palembang. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan 

pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna 

yang terkandung didalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat 

memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan 

analisis terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini difokuskan pada peran 

Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan 

penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian 

hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
54
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Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang artinya adalah 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-

undangan dan bahan pustaka (library research) atau bahan hukum 

sekunder yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier.
55

 Menurut Jhony Ibrahim, metode penelitian hukum normatif 

(yuridis normatif) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya.
56

 

 

Sebagai penunjang untuk memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis 

akan bertanya dan mencari data mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 

Palembang di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 

Palembang yang berada di Jalan Slamet Riyadi Nomor 212 Kota Palembang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 

 Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati 

permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. 

Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang 

dengan undang-undang lain.
57

 Yaitu: 

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

 

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 
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- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan  

 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

 

b. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Menurut Jhonny Ibrahim, dimaksudkan karena setiap aturan perundang-

undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar 

belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut,
58

 

pendekatan ini dilakukan melalui pemahaman terkait sejarah dan filosofi dari 

aturan-aturan hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan memahami latar 

belakang serta isu hukum yang sedang dihadapi. Sehingga penulis bisa melihat 

filosofi perkembangan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi 

ruang terbuka hijau di Kota Palembang. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum.
59

 Pendekatan ini dipandang penting 

karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isi hukum yang dihadapi. 
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3. Bahan Sumber Penelitian Hukum 

 Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum 

yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat  

seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

membuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan 

peraturan menteri dalam negeri dan putusan-putusan hakim
60

 Bahan 

hukum primer yang termasuk dalam penulisan ini merupakan bahan 

hukum yang terdiri dari: 

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

 

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 

 

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah; 

 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 

 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 

 

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan; 

                                                           
60

Ibid., hlm. 181 



 
 

 
 

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032; 

 

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum dan hukum tata 

ruang, jurnal, artikel ilmiah serta peraturan perundang-undangan.
61

 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, terdiri dari:  

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia;  

2. Kamus Hukum;  

3. Hasil karya dari kalangan hukum;  

4. Majalah, koran, media cetak dan elektronik.
62

 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada 

bahan kepustakaan (studi kepustakaan). Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder 

dan bahan-bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara mencari dan 

mempelajari lebih dalam terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan 

Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. Penelitian kepustakaan ini 
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Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 

hlm. 13 



 
 

 

membahas dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan pendekatan secara 

kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku ataupun 

literatur lainnya sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan 

adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder 

maupun tersier.
63

 Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan 

bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan 

dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan pada hasil akhir dari penelitian 

yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan penelitian ini dilakukan dengan 

cara berfikir deduktif.
64

 Dimana dalam penelitian ini menggunakan penalaran 

yang terkait dengan fenomena tertentu dan konkrit yang telah dihadapi dan 

merupakan hal yang telah diterapkan secara umum dan diterapkan dalam keadaan 

khusus. 
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